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PERSEPSI DAN POTENSI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) KABUPATEN CILANGKAHAN PROVINSI BANTEN
(TINJAUAN ANALISIS SOSIOLOGIS)
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ABSTRAK
	Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah lahir pada rezim reformasi yang menganulir seluruh bentuk otoritarianisme, represipisme pemerintahan Orde Baru. Undang undang tersebut memberi ruang yang luas bagi Pemerintah Daerah mengelola dan mengatur sendiri hingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pencapaian kesejahteraan adalah pemekaran wilayah atau disebut dengan pembentukan daerah otonomi baru. 
	Kabupaten Lebak adalah Kabupaten terluas kedua di Provinsi Banten. Dengan tingkat kemajuan yang relative masih rendah terutama masyarakat daerah selatan menginginkan pemekaran dengan membentuk Daerah Otonom Baru yang meliputi Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cihara, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilograng.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi dan persepsi masyarakat Kecamatan Malingping pada rencana pembentukan daerah otonom kabupaten Cilangkahan. penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagi metode ilmiah”. (Lexy J. Moleong, 2006:6).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa potensi dan persepsi masyarakat Kecamatan Malingping positif pada pembentukan kabupaten daerah otonom baru Cilangkahan. Faktor pendorong rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan adalah sumber daya alam Cilangkahan yang sudah memadai untuk menjadi sebuah kabupaten, sumber daya manusia dan adanya dukungan politik. Sedangkan faktor penghambat rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan adalah kurangnya dukungan finansial dan momentum pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan.
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I. PENDAHULUAN
Sirkulasi kekuasaan politik tahun 1998 melahirkan konsepsi baru tentang pengelolaan pemerintahan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan sentralistik sangat kuat dan terlembaga dengan pendekatan yang represif menguasai seluruh suprastruktur politik selama 32 tahun. Pemberlakuan sistem sentralistik membentuk kekuasaan pusat yang sangat dominan bahkan mengarah pada keabsolutan. 
Eforia reformasi melahirkan disain tata kelola pemerintahan yang dekat dengan masyarakat yaitu desentralisasi yang mendistribusikan sebagaian kewenangan pemerintah pusat ke daerah. Sistem ini sering kita sebut dengan otonomi daerah. Pola pembangunan yang timpang antara pusat daerah, agregasi kepentingan yang jauh dari sisi rentang waktu dan jarak, potensi wilayah yang beragam, multi etnis, suku dan budaya dipandang realitas yang harus dihadapi dengan otonomi daerah. 
Dalam naskah penyusunan Undang-Undang Dasar terlihat jelas pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh para pendiri Republik ini dan terlihat indikasi yang tajam akan kesepakatan untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi. Dan sejak Indonesia merdeka hingga kini, baik dengan UUD 1945, Konstitusi RIS, maupun UUD Sementara diberlakukan kebijakan desentralisasi dalam semua Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan, pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom barupun mararak dilakukan di negeri ini. Pemekaran ini juga sudah mulai dirintis sejah tahun 2000 di wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Nama wilayah pemekaran ini atau pembentukan daerah otonom adalah Kabupaten Cilangkahan. 
Daerah   otonom,   selanjutnya   disebut   daerah,   adalah   kesatuan   masyarakat   hukum   yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan   kepentingan   masyarakat   setempat   menurut   prakarsa   sendiri   berdasarkan   aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Ayat 6 UU No 32 Tahun 2004).
Daerah otonom baru Kabupaten Cilangkahan terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Yang meliputi Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cihara, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilograng.
Selama ini kesan yang muncul berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yaitu masyarakat mempunyai persepsi yang positif pada pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan. Pada penelitian ini penulis ingin kembali menggali informasin mengenai persepsi masyarakat pada pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang potensi dan persepsi masyarakat terhadap pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Cilangkahan. Dan sekaligus penulis ingin mengetahui pendapat-pendapat masyarakat pada pembentukan daerah otonom baru kabupaten Cilangkahan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “PERSEPSI DAN POTENSI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) KABUPATEN CILANGKAHAN PROVINSI BANTEN (TINJAUAN ANALISIS SOSIOLOGIS)”.






II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Persepsi
Persepsi menurut Miftah Thoha (2008:841), adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.
Sedangkan menurut Krech dalam Miftah Thoha (2008:142), persepsi adalah suatu proses kognitif yang komplek dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali yang sangat berbeda dari kenyataan.
Menurut Duncan dalam Miftah Thoha (2008:142), persepsi dapat dirumuskan dengan pelbagai cara, tetapi dalam perilaku khususnya psikologi, istilah ini dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu.
Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan persepsi adalah proses seseorang melakukan penginderaan beberapa hal sampai pada tahap penilaian melalui panca inderanya.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang menurut Adam Ibrahim (2010:44) adalah sebagai berikut:
a. Proses masukan
· Faktor lingkungan, yang secara sempit yang hanya menyangkut warna, bunyi, sinar, dan secara luas dapat menyangkut faktor ekonomi sosial dan politik.
· Faktor konsepsi, yaitu pendapat dari teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakannya
· Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri
· Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan yang pokoknya berkaitan dengan dorongan an tujuan seseorang dan untuk menafsirkan suatu rangsangan.
· Faktor pengalaman masa lalu
b. Selektivitas
Hal-hal yang mempengaruhi proses seleksi menurut adalah sebagai berikut:
· Kekhususan; misalnya seorang wanita yang berada dalam lingkungan laki-laki akan mudah sekali diingat.
· Berfrekuensi tinggi; sesuatu yang sering kita lihat, kita dengar dan sebaginya akan lebih mudah kita kenal dan ingat dibanding dengan sesuatu yang jarang dilihat, didengar dan sebaginya.
· Berintensitas tinggi; suara orang yang berteriak lebuh besar kemungkinan  didengar dari pada suara orang yang berbicara normal.
· Pergerakan dan perubahan; sesuatu yang bergerak dan berubah lebih banyak menarik perhatian dari sesuatu yang diam dan tidak berubah
· Jumlah; makin banyak jumlah yang harus diterima seseorang, maka besar pula tingkat selektivitasnya.
· Ketidakpastian; berita kenaikan gaji pegawai yang belum diketahui berapa besarnya cenderung lebih menarik dari pada yang sudah tersiar berapa kenaikannya.
· Sesuatu yang baru dan tidak lazim, cenderung lebih menarik perhatian dari pada yang sudah biasa.
c. Proses penutupan; proses untuk melengkapi atau menutupi jurang informasi yang ada.
d. Konteks; suatu kesatuan (lingkungan fisik, emosional dan sosial)
Pengertian masyarakat menurut Talcot Parson dalam Kamanto Sunarto (2004:54), adalah suatu sistem sosial yang swasembada, melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.




2. Daerah Otonom
Daerah   otonom,   selanjutnya   disebut   daerah,   adalah   kesatuan   masyarakat   hukum   yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan   kepentingan   masyarakat   setempat   menurut   prakarsa   sendiri   berdasarkan   aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Ayat 6 UU No 12 Tahun 2008).
Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Ayat 6 UU No 12 Tahun 2008).
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.  (Pasal 1 Ayat 7 UU No 12 Tahun 2008).
Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana   dimaksud  pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan  wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian  keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.  (Pasal 4 Ayat 2 UU No 12 Tahun 2008).
Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan  beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. (Pasal 4 Ayat 3 UU No 12 Tahun 2008).  
Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. (Pasal 4 Ayat 4 UU No 12 Tahun 2008).  
Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. 
 Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota  dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi,  persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta  rekomendasi Menteri Dalam Negeri. (Pasal 5 Ayat 2 UU No 12 Tahun 2008).   
 Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD  kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan,  persetujuan  DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. (Pasal 5 Ayat 3 UU No 12 Tahun 2008).   
 Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup         faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. (Pasal 5 Ayat 4 UU No 12 Tahun 2008).     
 Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi  dan paling sedikit 7 (tujuh) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. (Pasal 5 Ayat 5 UU No 12 Tahun 2008).  
Menurut penulis daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak, keleluasaan dan kemampuan untuk mengelola daerahnya secara optimal berdasarkan aturan atau regulasi yang berlaku pada suatu wilayah negara tertentu.





III. METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriftif kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagi metode ilmiah”. (Lexy J. Moleong, 2006:6). 
Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat perencanaan mengenai situasi-situasi dalam kejadian. Dalam arti penelitian ini adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif, semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan mengetes hipotesis, membuat ramalan atau mendapat makna dan implikasi, walaupun penelitian bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif. (Sumadi, 1983:19).
Cara menentukan jumlah informan penulis menggunakan teknik key subjecties atau key person, yaitu subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (Suharsimi Arikunto, 2006;140).
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan wawancara, sedangkan teknik menganalisis data dengan cara mereduksi data, menyaji data, verifikasi dan penarikan kesimpulan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Malingping Pada Rencana Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom Baru Cilangkahan

Pada penelitian ini penulis menggali informasi mengenai Persepsi Masyarakat Kecamatan Malingping pada Rencana Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom Baru Cilangkahan.
Terbentuknya kabupaten baru memungkinkan efektivitas dan efisiensi akan tercipta. Dan memungkinkan untuk terwujudnya pelayanan prima pada masyarakat oleh pemerintah kabupaten yang selama ini belum maksimal pada kabupaten induk. Kabupaten Cilangkahan terbentuk maka akan semakin mempercepat pembangunan di wilayah Lebak Selatan. 
Tidak hanya itu, faktor jarak akan sangat mempengaruhi optimalisasi pelayanan pada masyarakat. Salah satu contohnya adalah dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran, KTP ataupun akta tanah. Yang pada saat ini dari segi jarak tempuh sangat jauh yaitu kurang lebih 100 Km ke pusat kota kabupaten.
Pemaparan tersebut di atas merupakan alasan masyarakat Kecamatan Malingping secara umum yang tergambar dari jawaban informan untuk mendukung sepenuhnya terealisasinya Kabupaten Cilangkahan. Dan merupakan jawaban atas pertanyaan, apakah yang Anda harapkan dengan terbentuknya Kabupaten Cilangkahan.
Seperti pernyataan tokoh masyarakat berikut, “saat ini masyarakat sangat sangat kesulitan untuk mengurus akta kelahiran ataupun akta tanah dengan jarak yang sangat jauh, apabila terbentuk kabupaten baru maka masyarakat tidak akan kesulitan lagi”.  (H. Agan S, wawancara 13 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh PNS di Kecamatan Kecamatan Malingping. Yang memberikan keterangan berikut, “pelayanan pada masyarakat akan semakin efektiv dan efisien, akan tercapai pelayan prima, pembangunan akan lebih merata dan tepat sasaran. (Yaya Ruyani, wawancara 18 Juli 2013).
Menurut Ketua MUI Kecamatan Malingping, dengan terlaksananya kabupaten Cilangkahan maka pembangunan semakin pesat, dan pembangunan kehidupan beragamapun akan tercapai. (H. Sujaya A, wawancara 14 Juli 2013).
 Masyarakat Kecamatan Malingping juga mempunyai alasan untuk mendukung pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Seperti kutipan berikut, “dengan kabupaten dekat maka akan mudah untuk ke kabupaten mengurus segala hal”. (Rosid, wawancara 14 Juli 2013).
Dalam proses pembentukan Kabupaten Cilangkahan sangat dipengaruhi pengalaman masa lalu warga masyarakat daerah otonom baru Cilangkahan. Tentunya pengalaman tersebut menjadi pemicu keinginan untuk membentuk kabupaten baru.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas diajukan pertanyaan Apakah pengalaman masa lalu mempengaruhi  proses pembentukan Kabupaten Cilangkahan? (pedoman wawancara nomor 2). 
Berikut keterangan Ulama Kecamatan Malingping, “ya jelas sangat mempengaruhi”. (K. Arhadi, wawancara 14 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Malingping. Berikut keterangannya, “sangat mempengaruhi, kami sudah merasakan pahitnya untuk mendapatkan pelayanan dari pemeritah daerah kabupaten”.(Ahmad Rifai, wawancara 11 Juli 2013).
Berikut keterangan Ketua Ikades Kecamatan Malingping, “menurut saya sangat mempengaruhi, dan menjadi penyambuk semangat masyarakat”. (Alek, wawancara 15 Juli 2013).
Keterangan yang sama diungkapkan oleh Ketua Forum BPD Kecamatan Malingping, “pengaruhnya sangat besar, dengan pengalaman masa lalu kami ingin memperbaiki keadaan”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Berikut ini keterangan Ketua Karang Taruna Kecamatan Malingping. Berikut keterangannya, “saya kira sangat besar pengaruhnya sehingga menambah tekad bulat untuk membentuk daerah otonom baru Cilangkahan”. (Refi, wawancara 12 Juli 2013).
Berikutnya diajukan pertanyaan kepada informan atas pertanyaan, apakah Secara psikologis apakah anda sudah siap terhadap pembentukan Kabupaten Cilangkahan (pedoman wawancara nomor 3). 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Malingping secara psikologis sangat siap dengan pembentukan kabupaten Cilangkahan. Bahakan apabila dibutuhkan untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses perjuangan pembentukan Kabupaten Cilangkahan mereka sangat siap. 
Berikut keterangan Ketua Ikades, “secara pribadi saya sangat siap dan selaku kepala desa pun saya sangat mendukung, siap membantu dan mengerahkan massa”. (Alek, wawancara 15 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum BPD, “BPD atas nama masyarakat sangat siap, kami siap berjuang sampai puncak”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Keterangan di atas diperkuat oleh keterangan ulama Kecamatan Malingping, “secara psikologis saya sangat siap dan mendukung, dan mudah-mudahan diridhai Allah SWT”. (KH. Heru, 14 Juli 2013).
Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua Karang Taruna, “generasi muda Kecamatan Malingping secara psikologis sangat siap kami juga siap mendukung dan siap membantu”. (Refi, wawancara 12 Juli 2013).
Masyarakat Kecamatan Malingping memberikan perhatian penuh pada proses pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Masyarakat selalu mengikuti perkembangan proses pembentukan kabupaten Cilangkahan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas diajukan pertanyaan Apakah Bapak/Ibu/Saudara memberikan perhatian penuh pada pembentukan Kabupaten Cilangkahan? (pedoman wawancara nomor 4). 
Berikut keterangan Ulama Kecamatan Malingping, “saya sangat memberikan perhatian pada proses pembentukan kabupaten Cilangkahan”. (K. Arhadi, wawancara 14 Juli 2013).
Berikut ini keterangan Ketua Karang Taruna Kecamatan Malingping. Berikut keterangannya, “perhatian penuh saya fokuskan pada proses pembentukan kabupaten Cilangkahan”. (Refi, wawancara 12 Juli 2013).
Berikutnya diajukan pertanyaan kepada informan atas pertanyaan, Apakah situasi saat ini memungkinkan terwujudnya kabupaten Cilangkahan? (pedoman wawancara nomor 5). 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Malingping menyatakan situasi saat ini memungkinkan terwujudnya Kabupaten Cilangkahan. 
Berikut keterangan Ketua Ikades, “saat inilah waktu yang tepat”. (Alek, wawancara 15 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum BPD, “saat ini merupakan saat yang tepat untuk terwujudnya Kabupaten Cilangkahan ”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Keterangan di atas diperkuat oleh keterangan ulama Kecamatan Malingping, “situasi saat ini merupakan saat yang tepat untuk terwujudnya Kabupaten Cilangkahan”. (KH. Heru, 14 Juli 2013).
Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua Karang Taruna, “situasi sekaranglah merupakan saat yang tepat untuk terwujudnya Kabupaten Cilangkahan”. (Refi, wawancara 12 Juli 2013).
Masyarakat Kecamatan Malingping menilai bahwa saat ini ada stimulus/rangsangan untuk pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Rangsangan tersebut sangat erat kaitaannya dengan Pilkada Lebak tahun 2013. Yang mana semua kandidat menjanjikan untuk merealisasikan kabupaten Cilangkahan. Termasuk juga Bupati Lebak yang berjanji akan merekomendasikan pembentukan Kabupaten Cilangkahan pada tanggal 17 Agustus 2013.
Pemaparan tersebut di atas merupakan jawaban atas pertanyaan, Apakah saat ini ada stimulus/rangsangan untuk pembentukan Kabupaten Cilangkahan? (pedoman wawancara nomor 6).
Seperti pernyataan tokoh masyarakat berikut, “saat ini ada stimulus/rangsangan untuk pembentukan Kabupaten Cilangkahan karena pas dengan momen pilkada”.  (H. Agan S, wawancara 13 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh PNS di Kecamatan Kecamatan Malingping. Yang memberikan keterangan berikut, “saat ini stimulus/rangsangan untuk pembentukan Kabupaten Cilangkahan cukup banyak karena berkenaan dengan momen pilkada”. (Yaya Ruyani, wawancara 18 Juli 2013).
Menurut Ketua MUI Kecamatan Malingping, momen pilkada saat ini akan membawa berkah pada pembentukan Cilangkahan. (H. Sujaya A, wawancara 14 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum BPD, “saat ini merupakan saat yang tepat untuk terwujudnya Kabupaten Cilangkahan dengan banyaknya stimulus yang mendorong terwujudnya Cilangkahan”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Keterangan di atas diperkuat oleh keterangan ulama Kecamatan Malingping, “situasi saat ini dengan banyaknya rangsangan merupakan saat yang tepat untuk terwujudnya Kabupaten Cilangkahan”. (KH. Heru, 14 Juli 2013).
Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua Karang Taruna, “situasi sekaranglah merupakan saat yang tepat untuk terwujudnya Kabupaten Cilangkahan dengan adanya rangsangan-rangsangan politik”. (Refi, wawancara 12 Juli 2013).

2. Persepsi Masyarakat Kecamatan Malingping pada Faktor-Pendorong dan Penghambat Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru Cilangkahan 

Masyarakat Kecamatan Malingping menilai Kabupaten Cilangkahan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sehingga sumber daya alam yang dimilki Cilangkahan memadai untuk terwujudnya Kabupaten Cilangkahan.
Penilaian masyarakat memang sangat tepat, karena saat ini wilayah Kabupaten Cilangkahan merupakan pemasok PAD paling besar bagi Kabupaten Lebak. PAD dari wilayah Cilangkahan mencapai angka 65% lebih di Kabupaten Lebak.
Pemaparan tersebut di atas merupakan jawaban atas pertanyaan, Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara SDA Cilangkahan sudah memadai untuk menjadi kabupaten? (pedoman wawancara nomor 7).
Seperti pernyataan tokoh masyarakat berikut, “kalau hal SDA Kabupaten Cilangkahan sudah sangat memadai”.  (H. Agan S, wawancara 13 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh PNS di Kecamatan Kecamatan Malingping. Yang memberikan keterangan berikut, “SDA Kabupaten Cilangkahan sudah sangat memadai dan lebih dari cukup”. (Yaya Ruyani, wawancara 18 Juli 2013).
Berikut keterangan Ketua Ikades Kecamatan Malingping, “SDA Kabupaten Cilangkahan sudah sangat memadai karena saat ini Cilangkahan merupakan pemasok PAD terbesar untuk Kabupaten Lebak”. (Alek, wawancara 15 Juli 2013).
Keterangan yang sama diungkapkan oleh Ketua Forum BPD Kecamatan Malingping, “saya sangat yakin SDA Kabupaten Cilangkahan sudah sangat memadai karena saat ini Cilangkahan merupakan pemasok PAD terbesar untuk Kabupaten Lebak”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Selanjutnya diajukan pertanyaan, Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara SDM Cilangkahan sudah memadai untuk menjadi kabupaten (pedoman wawancara nomor 8).
Seperti pernyataan tokoh masyarakat berikut, “SDM  Kabupaten Cilangkahan saat ini sudah sangat memadai”.  (H. Agan S, wawancara 13 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh PNS di Kecamatan Kecamatan Malingping. Yang memberikan keterangan berikut, “SDM Kabupaten Cilangkahan sudah sangat memadai dan lebih dari cukup”. (Yaya Ruyani, wawancara 18 Juli 2013).
Berikut keterangan Ketua Ikades Kecamatan Malingping, “SDM Kabupaten Cilangkahan sudah sangat memadai dan tidak bisa dijadikan alasan kekurangan pembentukan kabupaten ini”. (Alek, wawancara 15 Juli 2013).
Keterangan yang sama diungkapkan oleh Ketua Forum BPD Kecamatan Malingping, “saya sangat yakin SDM Kabupaten Cilangkahan sudah sangat memadai dengan sudah banyaknya masyarakat dengan pendidikan sarjana”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Berikutnya diajukan pertanyaan kepada informan atas pertanyaan, Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara dalam pembentukan Kabupaten Cilangkahan terdapat dukungan finansial? (pedoman wawancara nomor 9). 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembentukan Kabupaten Cilangkahan kurang mendapatkan dukungan finansial. 
Berikut keterangan Ketua Ikades, “saya kira kurang mendapatkan dukungan”. (Alek, wawancara 15 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum BPD, “saya rasa pembentukan Cilangkahan kurang mendapatkan dukungan”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Keterangan di atas diperkuat oleh keterangan ulama Kecamatan Malingping, “pembentukan Cilangkahan kurang mendapatkan dukungan”. (KH. Heru, 14 Juli 2013).
Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua Karang Taruna, “faktor finansial lah yanh menjadi faktor penghambat pembentukan Kabupaten Cilangkahan”. (Refi, wawancara 12 Juli 2013).
Berikutnya diajukan pertanyaan kepada informan atas pertanyaan, Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara dalam pembentukan Kabupaten Cilangkahan mendapatkan dukungan politik (pedoman wawancara nomor 10). 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembentukan Kabupaten Cilangkahan mendapatkan dukungan politik walaupun tidak bulat. 
Berikut keterangan Ketua Ikades, “saya kira kurang dukungan banyak cuma terhalang kebijakan bupati saja”. (Alek, wawancara 15 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum BPD, “saya rasa pembentukan Cilangkahan sudah mendapatkan dukungan walaupun ada pihak yang kurang mendukung”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Keterangan di atas diperkuat oleh keterangan ulama Kecamatan Malingping, “pembentukan Cilangkahan mendapatkan dukungan”. (KH. Heru, 14 Juli 2013).
Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua Karang Taruna, “dukungan politik sudah ada dalam pembentukan Kabupaten Cilangkahan hanya terganjal persetujuan bupati”. (Refi, wawancara 12 Juli 2013).
Berikutnya diajukan pertanyaan kepada informan atas pertanyaan, Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara pembentukan Kabupaten Cilangkahan momentumnya tepat?  (pedoman wawancara nomor 11). 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Malingping menyatakan momentum pembentukan Kabupaten Cilangkahan kurang tepat. 
Berikut keterangan Ketua Ikades, “menurut saya kurang tepat, terbukti dengan lambatnya proses pembentukan”. (Alek, wawancara 15 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum BPD, “menurut saya kurang tepat, terbukti dengan lambatnya proses pembentukan yang diakibatkan moratorium pembentukan daerah otonom baru oleh mendagri”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Keterangan di atas diperkuat oleh keterangan ulama Kecamatan Malingping, “pembentukan Kabupaten Cilangkahan menurut saya kurang tepat”. (KH. Heru, 14 Juli 2013).
Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua Karang Taruna, “menurut saya momentumnya kurang tepat, sehingga Kabupaten Cilangkahan tidak cepat terwujud dengan munculnya kebijakan moratorium”. (Refi, wawancara 12 Juli 2013).
Masyarakat Kecamatan Malingping menilai Kabupaten Cilangkahan memiliki prospek positif. Masyarakat sangat yakin kabupaten Cilangkahan akan menjelma sebagai kabupaten yang sejahtera.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas diajukan pertanyaan Apakah Kabupaten Cilangkahan mempunyai prospek positif? (pedoman wawancara nomor 12). 
Berikut keterangan Ulama Kecamatan Malingping, “menurut saya sangat positif prospeknya”. (K. Arhadi, wawancara 14 Juli 2013).
Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Malingping. Berikut keterangannya, “sangat rasa kabupaten Cilangkahan kedepannya mempunyai prospek sangat positif”. (Ahmad Rifai, wawancara 11 Juli 2013).
Berikut keterangan Ketua Ikades Kecamatan Malingping, “sangat yakin saya kabupaten Cilangkahan memiliki prospek positif”. (Alek, wawancara 15 Juli 2013).
Keterangan yang sama diungkapkan oleh Ketua Forum BPD Kecamatan Malingping, “saya sangat yakin kabupaten Cilangkahan sangat prospektif”. (Cidi Rosadi, wawancara 13 Juli 2013).
Berikut ini keterangan Ketua Karang Taruna Kecamatan Malingping. Berikut keterangannya, “kabupaten Cilangkahan sangat prospektif”. (Refi, wawancara 12 Juli 2013).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui faktor pendorong rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan adalah sebagai berikut:
1. Sumber daya alam Cilangkahan yang sudah memadai untuk menjadi sebuah kabupaten.
2. Sumber daya manusia Cilangkahan yang sudah memadai untuk menjadi sebuah kabupaten.
3. Adanya dukungan politik.
4. Daerah otonom baru Cilangkahan sangat prospektif.
[bookmark: _GoBack]Sedangkan faktor penghambat rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya dukungan finansial.
2. Kurang tepatnya momentum pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan. 

3. Implikasi Penelitian
1. Persepsi masyarakat Kecamatan Malingping pada rencana pembentukan kabupaten daerah otonom baru Cilangkahan.
Harapan masyarakat untuk terbentuknya kabupaten Cilangkahan sangat tinggi dengan alasan yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi pelayanan pada masyarakat, memungkinkan untuk terwujudnya pelayanan prima pada masyarakat oleh pemerintah kabupaten dan akan semakin mempercepat pembangunan di wilayah Lebak Selatan. 
Dalam proses pembentukan Kabupaten Cilangkahan sangat dipengaruhi pengalaman masa lalu warga masyarakat daerah otonom baru Cilangkahan. Tentunya pengalaman tersebut menjadi pemicu keinginan untuk membentuk kabupaten baru.
Masyarakat Kecamatan Malingping secara psikologis sangat siap dengan pembentukan kabupaten Cilangkahan. Bahakan apabila dibutuhkan untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses perjuangan pembentukan Kabupaten Cilangkahan mereka sangat siap. 
Masyarakat Kecamatan Malingping memberikan perhatian penuh pada proses pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Masyarakat selalu mengikuti perkembangan proses pembentukan kabupaten Cilangkahan.
Masyarakat Kecamatan Malingping menyatakan situasi saat ini memungkinkan terwujudnya Kabupaten Cilangkahan. Dan juga masyarakat Kecamatan Malingping menilai bahwa saat ini ada stimulus/rangsangan untuk pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Rangsangan tersebut sangat erat kaitaannya dengan Pilkada Lebak tahun 2013. Yang mana semua kandidat menjanjikan untuk merealisasikan kabupaten Cilangkahan. Termasuk juga Bupati Lebak yang berjanji akan merekomendasikan pembentukan Kabupaten Cilangkahan pada tanggal 17 Agustus 2013.

2. Persepsi masyarakat Kecamatan Malingping pada faktor pendorong dan penghambat rencana pembentukan kabupaten daerah otonom baru Cilangkahan
Faktor pendorong rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan adalah sebagai berikut:
1. Sumber daya alam Cilangkahan yang sudah memadai untuk menjadi sebuah kabupaten.
2. Sumber daya manusia Cilangkahan yang sudah memadai untuk menjadi sebuah kabupaten.
3. Adanya dukungan politik.
4. Daerah otonom baru Cilangkahan sangat prospektif.
Sedangkan faktor penghambat rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya dukungan finansial.
2. Kurang tepatnya momentum pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan. 




















V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Persepsi masyarakat Kecamatan Malingping sangat positif pada pembentukan kabupaten daerah otonom baru Cilangkahan.
2. Faktor pendorong rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan adalah sebagai berikut:
a. Sumber daya alam Cilangkahan yang sudah memadai untuk menjadi sebuah kabupaten.
b. Sumber daya manusia Cilangkahan yang sudah memadai untuk menjadi sebuah kabupaten.
c. Adanya dukungan politik.
d. Daerah otonom baru Cilangkahan sangat prospektif.
Sedangkan faktor penghambat rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya dukungan finansial.
b. Kurang tepatnya momentum pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan. 


	
B. Saran
Dalam penelitian ini penulis merekomendasikan beberapa hal untuk dijadikan saran, adalah sebagai berikut :
1. Perlu adanya tindak lanjut dan kepedulian pihak terkait untuk terwujudnya Kabupaten Cilangkahan.
2. Sebisa mungkin dicarikan solusi terbaik untuk mensiasati faktor penghambat terwuijudnya Kabupaten Cilangkahan.
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